PERJANJIAN KERJA SAMA
PT. RADIO SULUH QOLBU PANGKALPINANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

TENTANG PENYEBARAN INFORMASI

Nomor pihak [ : G.Q&—?Nﬁ‘!‘/'tt\/ﬂﬂ% .
Nomor pihak Il : 00% /FR .08 —PKS {6?’[/257’3

Pada hari Senin tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di
Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ameilia Eka Windayanti
Jabatan : Marketing PT. Radio Suluh Qolbu Pangkalpinang
Alamat : JIn. KH. Abdurrahman Siddik, No. 191 Pangkalpinang

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama PT. Radio Suluh Qolbu Pangkalpinang dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU, dan :

Nama : Yuliana Sandriyani
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang
Alamat : JI. girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar kec. Girimaya - Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama KPU Kota Pangkalpinang dalam perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya
seperti tersebut di atas telah sepakat mengadakan kerja sama yang meliputi kegiatan-kegiatan
sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM
PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan penyebaran informasi
tentang kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam bentuk jasa siaran melalui SQ Radio
104.3 FM Pangkalpinang serta melalui audio streaming di Sqradiopkp.radiostream321.com.

PASAL2
HAK DAN KEWAJIBAN
PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan alokasi waktu

2. Menyiarkan pengumuman dan Jingle Pemilu 2024 selama kontrak berlangsung

3. Memberikan tanda bukti pembayaran pengumuman sesuai tarif yang berlaku di PT. Radio
Suluh Qolbu Pangkalpinang

PIHAK KESATU memiliki HAK sebagai berikut:

1. Berhak menerima pembayaran atas kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum tanggal
jatuh tempo yakni 17 hari kerja setelah masa penyiaran.

2. Khusus untuk siaran langsung dialog interaktif dalam studio, apabila dalam pelaksanaan
ada durasi lebih dari kontrak maka PTHAK KESATU berhak melakukan pemberhentian
siaran.

3. Khusus Pemutaran Iklan Jingle Pemilu 2024, apabila dalam pelaksanaan telah sampai pada
waktu yang disepakati, maka PIHAK KESATU berhak melakukan pemberhentian
penayangan lklan.



PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan Materi
2. Total harus dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

PIHAK KESATU memiliki HAK sebagai berikut:
4. Menerima bukti penyiaran paling lama 1 minggu setelah masa siar, menerima invoice dari

PIHAK KESATU.
PASAL 3
Iklan dan Talkshow disiarkan melalui Frekuensi 104.3 FM SQ Radio Pangkalpinang dengan
ketentuan sebagai berikut:
Jenis : Paket Dialog Interaktif dan Iklan Jingle Pemilu 2024.
Waktu Penyiaran : Talkshow :Pukul 10.00 sampai 11.00 WIB
Iklan : 08.00-09.00, 13.00-14.00, 20.00-21.00 WIB
Frekuensi siar : 1 kali talkshow dan 3 kali per-hari iklan periode | Agustus-31
Desember 2023
Harga : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran dari PIHAK KEDUA dilakukan secara tunai, PIHAK KESATU
akan melampirkan invoice yang terbit setelah jasa siaran selesai dilakukan.

PASAL S
PERIODE DAN JATUH TEMPO PERJANJIAN/ KERJA SAMA
Perjanjian ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sampai berakhirnya seluruh kegiatan. PIHAK
KESATU akan menerbitkan SPN 1 (Surat Penagihan Pertama) setelah 17 hari kerja sejak masa
siar berakhir kepada pihak kedua.

PASAL 6
DENDA
PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi finansial berupa denda 2% sebagai akibat
dari belum dibayarnya kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang
disampaikan oleh PIHAK KESATU. Pengenaan denda dilakukan apabila:
1. Pembayaran belum diterima hingga 17 hari kerja sejak masa siar berakhir. PIHAK
KESATU akan menerbitkan SPN 1 dengan tamabahan denda 2 % dari jumlah piutang
BPNB.
Pemabayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN 1, maka akan diterbitkan SPN
2 dengan tamabahan denda sebesar 4 % dari jumlah piutang PNBP.
3. Pembayaran belum diterima hingga berkahirnya SPN 2, maka akan diterbitkan SPN 3
dengan tamabahan denda sebesar 6 % dari jumlah piutang PNBP atau tagihan dengan
tebusan kepada PUPN sesuai wialayah kerja.
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PASAL 7
PEMABATALAN
Menginformasikan bahwa tidak ada pembatalan sepihak antara lain:
. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak boleh menghentikan kerja sama secara
sepihak.
Penghentian perjanjian kerja sama dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang bersifat
force majure/keadaan kahar melalui mekanisme addendum.
3. Apabila terjadi pembatalan kerja sama secara sepihak dari PIHAK KEDUA maka, PIHAK
KESATU berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari total nilai kontrak.
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PASALS
PENUTUP
1. Hal yang belum tercantum dalam kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan
PARA PIHAK.
2. Apabila terdapat permasalahan anatara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan acara
musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Pangkalpinang
Pada tanggal :31 Juli 2023

PIHAK KEDUA
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Marketing PT. Radio Suluh Qolbu Pangkalpinang Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang




